
 

 
 

BUPATI CIAMIS 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

  PERATURAN BUPATI CIAMIS 
      NOMOR  26 TAHUN 2017 

  
TENTANG 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI   CIAMIS, 
 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten 
Ciamis Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Tahun 2017;  

  b.  bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka 

ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran 
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus 
digunakan, dan penambahan indikator kinerja kegiatan, 

maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Tahun 2017, maka Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan 
disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Barat; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

  3. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 

Negara; 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

  5. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004, tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

 

 

 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

  8. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 
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  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan; 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah; 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah; 
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa; 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

  23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015; 

  24. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2017; 
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

  30. Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 

  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 

  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun Anggaran 2017; 

  34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

  35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2017; 

  36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017; 

  37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

  38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis 
Tahun 2011-2031; 

  39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025; 

  40. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019; 
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  41. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

  42. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017; 

  43. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah 
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran  2017; 

  44. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

  45. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 

Ciamis Tahun 2017; 

  46. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah 
diubah dengan  Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 
Anggaran 2017; 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
TAHUN 2017 
 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

 1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis; 

 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

 3. Bupati adalah Bupati Ciamis; 

 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disebut dengan RPJMD, adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 

 5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya 
disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP), adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun; 

 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan 
RKPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 2017; 
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 7. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang 

selanjutnya disebut dengan Perubahan RKPD, merupakan 
dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah 

untuk tahun 2017; 

 8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen 
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun; 

 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 
dengan SKPD, adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang 

mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang 
daerah; 

 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Bappeda adalah unsur perencana 
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan 

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

 

Pasal 2 

  

 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kabupaten Ciamis Tahun 2017 merupakan dokumen 
penyempurnaan perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis 
untuk Tahun Anggaran 2017. 
 

Pasal 3 

 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Ciamis Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat: 

 BAB I : PENDAHULUAN; 

 BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;  

 BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 

 DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD; 

 BAB IV : PENUTUP. 

   

Pasal 4 

 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi 

pedoman bagi  Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun 
Perubahan Renja SKPD dan  Pemerintah Daerah dalam menyusun 
KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 serta 

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2017. 

 

Pasal 5 

 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



6 

 

 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pasal 6 

 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati CiamisNomor 23 Tahun 2016  tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Tahun 2017 masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 
 

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis. 

   

Ditetapkan di Ciamis 
pada tanggal  31 Juli 2017 

 

BUPATI CIAMIS, 

 
Cap/ttd 

 
H. IING SYAM ARIFIN 

 
 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal  31 Juli 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 
Cap/ttd 

 
H HERDIAT S. 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMISTAHUN 2017 NOMOR  28 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
 

 

 
 

AEP SUNENDAR SH., MH 

NIP. 19621018 198303 1 005 
 

TOSHIBA
Typewritten text
Cap/ttd


